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BUPATI PASURUAN 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 

NOMOR 63 TAHUN 2021 

TENTANG 

RENCANA KERJA KECAMATAN GEMPOL 

KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASURUAN, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat

(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib

menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai

pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat
·oaerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Rencana Kerja Kecamatan Gempol Kabupaten
Pasuruan Tahun 2022;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

5 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik 
Indonesia Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

6 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang­
Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Nomor 183 
Tahun 2019 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398) ; 

7 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 
2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5657) ; 

8 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4817) ; 

9 . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor : 
114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor: 187 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 6402) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 6041) ; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 



12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 157); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1312); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 496); 

17. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 
Timur Tahun 2022; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 
204); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 329); 



Menetapkan 

20 .Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Nomor 318); 

21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 39 Tahun 2021 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan 
Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 
2021 Nomor 39). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN 
GEMPOL KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan. 

3. Bupati adalah Bupati Pasuruan. 

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra 
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 
periode 5 (lima) tahun. 

6 . Rencana Kerja Kecamatan Gempol yang selanjutnya disingkat Renja 
Kecamatan Gempol adalah dokumen perencanaan Kecamatan Gempol untuk 
periode 1 (satu) tahun. 

7. Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Gempol yang selanjutnya disingkat 
RKA Kecamatan Gempol adalah dokumen perencanaan dan penganggaran 
yang berisi r.encana pendapatan1 rencana belanja program dan kegiatan 
Kecamatan Gempol serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan 
APBD. 

Pasal 2 

Renja Kecamatan Gempol Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan 

Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

Pasal 3 

Renja Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 berpedoman pada 

Renstra Kecamatan Gempol, hasil evaluasi Renja Kecamatan Gempol tahun lalu 

dan hasil evaluasi Renja Kecamatan Gempol tahun berjalan. 



Pasal 4 

(1) Renja Kecamatan Gempol Tahun 2022 disusun dengan sistematika

penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;

BAB IV ; RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;

BAB V : PENUTUP.

(2) Renja Kecamatan Gempol Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 5 

Renja Kecamatan Gempol Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Kecamatan Gempol. 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan. 

Pejabat 

Sekretaris Daerah -

Asisten PKR 

Kepala Bappeda 

Cam.at 

Kabag. Hukum 

Sekretaris Camat 

Kabid. Sosbud Bappeda 

Diundangkan di Pasuruan 

pada tanggal 2 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PASURUAN, 

             ttd.

Tanggal 
Ditetapkan di Pasuruan 
pada tanggal 2 Agustus 2021
BUPATI PASURUAN,

 ttd. 

M. IRSYAD YUSUF

ANANG SAIFULWIJAYA 
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 63



LAMPIRAN ... ... : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN 

NOMOR : 

TANGGAL: 

TAHUN 2021 

2021 

RENCANA KERJA 
KECAMATAN GEMPOL 

KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Rencana kerja (Renja) Kecamatan Gempol merupakan dokumen 

perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah 

mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun 

Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) 

tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima 

tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan 

tahunan yang sifatnya lebih operasional. 

Sebagai sebuah dokumen resm1 OPD, Rencana kerja OPD 

mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara 

perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana 

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan 

strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra OPD yang menjadi 

satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja 

OPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara 

terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja OPD digunakan sebagai dasar 

penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk 

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan 

sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD 

Propinsi dan APBN. 



Dokumen rencana kerja OPD pada dasarnya merupakan suatu 

proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan 

mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan OPD. 

Kualitas dokumen rencana kerja sangat ditentukan oleh kualitas 

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan 

Renja OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam menyusun, 

mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan 

mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi 

OPD. Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata 

cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana 

pembangunan daerah, proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga 

tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan 

rancangan, dan tahap penetapan renja OPD. Tahapan persiapan meliputi 

pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja OPD, orientasi mengenai 

RKPD dan Renja OPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data 

daninformasi. Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan 

awal yang harus dilakukan sebelum disempumakan menjadi dokumen 

Renja OPD yang definitif. 

Dalam prosesnya , penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada 

kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh 

karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara 

simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus 

melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, 

evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi 

kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan 

akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala 

Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi 

pedoman dilingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan 

prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan. 

Sebagaimana kita pahami bersama bahwa Renja Kecamatan Gempol 

dalam Pembuatanya Mengacu pada RPJMD Kabupaten Pasuruan yang 

nantinya sebagai acuan dalam rencana kinerja lima tahun ke depan 

sehingga nantinya bisa memberikan hasil dan tidak menyimpang dari 

perencanaan yang telah ditetapkan. 



Bagan alur kedudukan Renstra dapat dilihat pada gambar 1.1. 

beriku t ini : 

RT.RW RPJMD 

Mempedomi t j Mengacu 
~----------, 

DOKUMEN 
PER EN CANAAN 

LAIN 

RENSTRAKEC.G 

EMPOL 
RKPD 

RENJA tahun I RENJA tahun II 11 RENJA tahun III I I RENJA tahun IV 
.. 

1.2 Landasan Hukum 

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Renja OPD adalah: 

RENJA tahun V 

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­

Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang­

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah; 

5. Intruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang pedoman Umum 

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; 

6. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan 

Pembangunan Nasional /Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, 

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Oemberdayaan Permpuan 

dan Perlindungan Anak Nomor: 270/M.PPN/11/2012, Nomor SE-



33/MK.02/2012, Nomor: 050/4379A/SJ, Nomor SE-46/MPP-

PA/ 11/2011 Tentang Strategi Nasional (Stranas) Percepatan 

Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan 

Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

9. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara 

penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana 

pembangunan daerah; 

10. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tantang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD); 

11. Permendagri 90 tahun 2020 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

12. Keputusan Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil 

Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 

13.Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07-MENKES-4641-2021 

tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, 

Isolasi Dalam Pencegahan Covid-1 9; 

14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa 

Timur 2005 - 2025; 



15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 

Pasuruan 2005-2025; 

16.Peraturan Bupati Nomor. 69 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan 

Fungsi Kecamatan. 

17.Peraturan Bupati Pasuruan nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Pasuruan Tahun 2018 - 2023. 

18.Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 28 tahun 2019 tentang Pengesahan 

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RENSTRA OPD ) 

Kecamatan Gempol Tahun 2018-2023. 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud penyusunan rencana kerja OPD Kecamatan Gempol adalah 

memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan 

pembangunan tahun 2020, dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka 

menengah, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita 

masyarakat Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan. 

Sedangkan tujuan penyusunan rencana kerja OPD Kecamatan 

Gempol adalah sebagai berikut: 

l. Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai 

acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 

yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun 

perencanaan strategis; 

2. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang 

berpedoman pada RKPD Kabupaten Pasuruan. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Rencana kerja OPD Kecamatan Gempol disusun dengan sistematika 

pen ulisan se bagai beriku t : 

1. BAB I PENDAHULUAN 

1. 1 Latar Belakang 

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses 

penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan 



dokumen RKPD, Renstra OPD,serta tindak lanjutnya dengan 

proses penyusunan RAPBD. 

1.2 Landasan H ukum 

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan 

pemerintah, peraturan daerah , dan ketentuan peraturan la innya 

yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman 

yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan 

penganggaran OPD. 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari 

penyusunan Renja OPD. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta 

susunan garis besar isi dokumen. 

2. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian 

Rentra Perangkat Daerah 

Bab ini memuat kajian (review) terhadap basil evaluasi 

pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan 

capaian tahun berjalan (tahun n-1) , mengacu pada APBD tahun 

berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD 

sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian 

target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan 

pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya . 

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Berisi kajian terhadap capruan kinerja pelayanan OPD 

berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam 

SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan 

dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan 

peraturan perundangundangan yang terkait dengan kinerja 

pelayanan. 



2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat 

Daerah. 

Bab ini berisi uraian mengenai: 

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis 

yang terkait dengan pelayanan OPD; 

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam 

menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD; 

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala 

daerah, terhadap capaian program nasional/global, seperti 

SPM dan MDGs (Millenium Development Goals); 

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan 

OPD dan; 

5. Formulasi 1su-1su penting berupa rekomendasi dan 

catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam 

perumusan program prioritas tahun rencana. 

2. 4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 

Bab ini berisikan uraian mengenai: 

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara 

rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; 

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan 

catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan 

awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan 

kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal 

RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun 

besarannya berbeda. 

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Bab ini berisi uraian mengenai usulan program dan kegiatan 

dari masyarakat. 

3. BAB III TUJUAN & SASARAN PERANGKAT DAERAH 

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana 

dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan 



dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan 

tugas pokok dan fungsi OPD. 

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah 

Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang 

didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan 

tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target 

kinerja Renstra OPD. 

3.3 Program dan Kegiatan 

Subbab ini berisi tentang Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 

tahun 2022 yang dikerjakan oleh Perangkat Daerah. 

4. BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022 

Berisikan penjelasan mengenaiten tang 

Program/Kegiatan/ subkegiatan beserta anggran tahun anggaran 

2022. 

5 . PENUTUP 

Berisikan tentang kesimpulan dan saran untuk perbaikan 

ditahun akan datang 



BAB II 

EVALUASI KINERJA 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra 

Perangkat Daerah 

Rencana Kerja OPD Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan adalah 

penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan 

Gempol tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan - kegiatan atau 

program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk 

perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan 

atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan­

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media 

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. 

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) OPD Kecamatan 

Gempol Kabupaten Pasuruanini menyajikan dasar pengukuran kinerja 

kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih 

atau dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Gempol Kabupaten 

Pasuruanselama tahun 2021 dan perkiraan target tahun 2022. 

Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui 

tahapan sebagai berikut: 

1. Penetapan Indikator Kinerja 

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan 

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan 

yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator 

masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat 

(benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat 

berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator 

lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan 

besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang 

telah ditetapkan. 



2. Capaian Analisis Kinerja 

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator 

kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan 

data kinerja. 



a. Evaluasi Program Tahun 2020 

Anggaran belanja/pengeluaran OPD Kecamatan Gempol tahun 

2020 sebesar Rp. Rp. 1.029.953.492,- Anggaran belanja langsung 

OPD Kecamatan Gempol terbagi menjadi 5 program, 28 Kegiatan. 

Secara keseluruhan dan rinci penetapan kinerja Tahun 2020 

Kecamatan Gempol adalah sebagaimana berikut. 

Program/ kegiatan Anggaran Realisasi % 

PROGRAM PELAYANAN 
ADMINISTRASI Rp 601. 780.000 Rp 575.896.197 95,70 

PERKANTORAN 

Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Rp 65.660.000 Rp 58.415.022 88,97 

Sumber Daya Air dan Listrik 

Penyediaan J asa Administrasi 
Keuangan 

Rp 36.240.000 Rp 34.560.000 95,36 

Penyediaan J asa Ke bersihan 
Rp 36.000.000 

Kantor 
Rp 36.000.000 100,00 

Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp 18.000.000 Rp 17.873.000 99,29 

Penyediaan Barang Cetakan 
Rp 15.000.000 Rp 13.891.750 92 ,61 

dan Penggandaan 

Penyediaan Komponen 
Instalasi Listrik / penerangan Rp 7.000.000 Rp 6 .949.500 99,28 
Bangunan Kantor 

Penyediaan Peralatan Rumah 
Rp 10.000.000 Rp 9.671.000 96,71 

Tangga 

Penyediaan Makanan dan 
Rp 34.200.000 Rp 33.975.000 

Minuman 
99 ,34 

Rapat - Rapat Koordinasi dan 
Rp 50.700.000 Rp 48.800.925 96,25 

Konsultasi Luar Daerah 



Penyediaan Jasa Perkantoran Rp 321.980.000 Rp 308.760.000 95,89 

Pengadaan Pakaian Dinas 
Rp 7.000.000 Rp 7 .000.000 100,00 

Beserta Perlengkapannya 

PROGRAM PENINGKATAN 
SARANA DAN PRASARANA Rp 347.748.492 Rp 316.451. 760 91 ,00 

APARATUR 

Pengadaan Perlengkapan 
Rp 56.000.000 Rp 49.595.000 88,56 

Gedung Kantor 

Pengadaan Mebelair Rp 35.000.000 Rp 34.500.000 98,57 

Pengadaan Peralatan Kantor Rp 29.500.000 Rp 28.000.000 94,92 

Pemeliharaan Rutin/ Berkala 
Rp 110.795.000 Rp 103.926.400 93,80 

Gedung Kantor 

Pemeliharaan Rutin/ Berkala 
Rp 103.953.492 Rp 87.939.860 84,60 

Kendaraan Dinas / Operasional 

Pemeliharaan Rutin/ Berkala 
Rp 12.500.000 Rp 12.490.500 99,92 

Peralatan Kantor 

PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAN 

Rp 15.625.000 Rp 15.625.000 100,00 

PELAYANAN KECAMATAN 

Pelatihan Aparatur 
Pemerintahan Desa dalam 
Bidang Pengelolahan 

Rp 5.825.000 Rp 5.825.000 100,00 

Keuangan Desa 

Peningkatan Kesadaran 
Masayarakat Akan Nilai-nilai Rp - Rp - 0 ,00 
Luhur Budaya Bangsa 

Fasilitasi Administrasi 
Rp 

Perangkat Kecamatan 
9.800.000 Rp 9.800.000 100,00 



PROGRAM KOORDINASI 
PEMBERDAYAAN Rp 55.800.000 Rp 47.350.000 84,86 

MASYARAKAT 

Forum Perencanaan 
Pembangunan Tingkat Rp 24.400.000 Rp 24.400.000 100,00 

Kecamatan 

Pem binaan Organisasi 
Rp - Rp - 0 ,00 

Pedesaan 

Koordinasi Pemberdayaan 
Rp 9 .000.000 Rp 2 .250.000 25 ,00 

Masyarakat 

Pelaksanaan Pembinaan 
Mental Spiritual dan Kegiatan Rp 19.000.000 Rp 19.000.000 100,00 
Keagamaan Lainnya 

Fasilitasi Kegiatan Sosial 
Rp 3.400.000 Rp 1.700.000 50,00 

Masyarakat 

Penyelenggaraan Pelatihan 
Perencanaan U sulan Rp - Rp - 0 ,00 
Musrenbang 

PROGRAM KOORDINASI 
PENYELENGGARAAN 

Rp 9 .000 .000 Rp 5.195.720 57,73 
KETENTRAMAN DAN 
KETERTIBAN UMUM 

Peningkatan Kerjasama 
Dengan Aparat Keamanan 

Rp 9 .000.000 Rp 5.195.720 57,73 
Dalam Teknik dan 
Pencegahan Kejahatan 

Fasilitasi dan Koordinasi 
Penyelenggaraan Ketentraman Rp - Rp - 0 ,00 
dan Ketertiban Kecamatan 

Jumlah Rp 1.029.953.492 Rp 960.518.677 93,26 

Berdasarkan tabel diatas Anggaran belanja/pengeluaran OPD 

Kecamatan Gempol tahun 2020 sebesar Rp. Rp. 1.029.953.492 dengan 

realisasi sebesar RP. 960.518.677,- atau sebesar 93 .26%. 

hambatan yang dialami dalam hal penyerapan anggaran antra lain: 

Adapun 



1. Adanya Surat Bupati Pasuruan nomor: 900/263/424.102/2020 tanggal 

1 April 2020 Perihal Penghematan sementara belanja Daerah Tahun 

2020. 

2 . Tidak Terlaksananya beberapa kegiatan dikarenakan menghindari 

kerumunan untuk menanggulangi COVID-19. 

b. Evaluasi Program Tahun 2021 

Anggaran belanja/pengeluaran OPD Kecamatan Gempol tahun 2020 

sebesar Rp. 3.006.685.000 Anggaran belanja langsung OPD Kecamatan 

Gempol terbagi menjadi 4 program, 8 Kegiatan dan 17 Subkegiatan. 

Target dan realisasi belanja per Program/Kegiatan tahun 2021 

sampai Trib . I (Maret) adalah sebagai berikut: 



PROGRAM /KEGIATAlf / SUBKEGIATAN lndlkator P l'Ogl'&Jll / Kegiatan / Target Anggaran Reallsasl % 
Subkeglatan 

1 2 3 4 

PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase pemenuhan penunjang 
100 % Rp 2.930.285.000 Rp 605.537 .992 20 ,66 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA urusan pemerintahan 

Administrasi Keuangan 
Persentase pemenuhan 

100 % Rp 2.489.675.000 Rp 547 .947 .852 22,01 
administrasi keuangan 

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 
Jumlah Pembayaran Gaji dan 

19 Org/Bln Rp 2.093.535.000 Rp 477 .157 .852 22,79 
Tunjangan ASN 

Jumlah pembayaran Jasa Petugas 
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Penunjang Kegiatan 

218 Org Rp 359.900.000 Rp 64 .750.000 17,99 
TugasASN Kantor/Lapangan melalui 

1 perjanjian /perikatan 
Jum!ah pembayaran honorarium 

Pelaksanaan Penatausahaan dan pejabat penatausahaan keuangan, 
84 Orang Rp 36.240.000 Rp 6.040.000 16,67 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD kegiatan dan pelaku pengadaan 
barang/jasa 

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 
Persentase pegawai yang kompeten 

100 % Rp 8.000.000 Rp 0,00 
dan disiplin 

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah aparatur yang mengikuti 
2 Orang Rp 8.000.000 Rp 0,00 

Berdasarkan Tu gas dan Fungsi pendidikan dan pelatihan 

Administrasi Um um 
Persentase pemenuhan 

100 % Rp 120.748.280 Rp 40 .849.500 33,83 
administrasi umum 

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Pembelian Perlatan dan 
2 Kali Rp 29.312.600 Rp 28.803.700 98,26 

Kantor Perlengkapan Kantor 

Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah pembelian barang cetakan 
2 Jenis Rp 4.114.700 Rp 763.800 18,56 

Penggandaan dan penggandaan 

Jumlah Pembelian Komponen 
Penyediaan Komponen lnstalasi lnstalasi 

1 Kali Rp 2.018.800 Rp 1.979.250 98,04 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor 
Jumlah Penyediaan mamin dan 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan laporan koordinasi 
12 Bulan Rp 80.244 .000 Rp 4.500.000 5,61 

Konsultasi SKPD dan perjalanan dinas ke luar 
daerah 

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 
Jumlah Pembelian Peralatan 

1 Kali Rp 5.058.180 Rp 4.802.750 94 ,95 
Rumah Tangga 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Jumlah pembayaran surat kabar, 

12.240.640 17,80 telpon, air dan internet selama 12 120 Rekening Rp 68.769.720 Rp 
Pemerintahan Daerah 

bulan 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 
Jumlah pembayaran surat kabar, 

12.240.640 17,80 telpon, air dan 120 Rekening Rp 68.769.720 Rp 
Daya Air dan Listrik 

internet selama 12 bulan 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Persentase Pemeliharaan Milik 
daerah penunjang urusan 100 % Rp 243.092.000 Rp 4.500 .000 1,9 Urusan Pemerintahan Daerah 
pemerintahan daerah 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 

9 Unit Rp 101.709.200 Rp 4.500.000 4,4 
Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Operasional atau 
Lapangan Lapangan 

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah perlatan dan Mesin lainnya 
20 Unit Rp 17 .382.800 Rp 0,0 

Lainnya yang terpelihara 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah sarana dan Prasarana 
Prasarana Gedung Kantor atau Gedung kantor atau bangunan 3 Jenis Rp 124 .000.000 Rp 0,0 
Bangunan Lainnya lainnya yang di pelihara/rehab 

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 
Nilai SKM Kecamatan 

PELAYANAN PUBLIK 
87 Nilai Rp 19.800.000 Rp 16.050.000 81 ,06 

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi 
2 Laporan Rp 19.800.000 Rp 16.050.000 81,06 

Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Penyelengaraan Pemerintahan 

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan 
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi 

Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan 
Perencanaan dan Pelaksanaan 1 Laporan Rp 16.050.000 Rp 16.050.000 100,00 

dengan Perangkat Daerah dan Instansi 
Kegiatan Pemerintahan 

Vertikal Terkait 

Pen in gkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah Laporan Kegiatan 
I Laporan Rp 3.750.000 Rp 0,00 

Pemerintahan ditingkat Kecamtan Pemerintahan ditingkat Kecamatan 



PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 
Jumlah Organisasi yang dibina Organisasi Rp 1.500,000 2,84 

KELURAHAN 2 Rp 52.800.000 

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 
Jumlah Laporan Kegiatan 

36 Kegiatan Rp 52.800.000 Rp 1.500.000 2,84 
Pemberdayaan 

Peningkatan Efektifitas Kegiatan 
Jumlah Laporan Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 36 Laporan Rp 52.800.000 Rp J.500.000 2,84 
Kecamatan 

Pemberdayaan 

Rasia jumlah Kejadian yang 
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN terfasilitasi terhadap jumlah 

!00 % Rp 3.800.000 Rp 0,00 
KETERTIBAN UMUM kejadian sesuai dengan 

kewenan gan kecamatan 

Koordinasi Upaya Penyelengaraan ketentraman Jumlah Koordinasi Ketentraman 
I Kegiatan Rp 3.800,000 Rp 0,00 

clan Ketertiban Umum clan ketertiban umum 

Sinergitas dengan Kepolisian negara 
republik indonesia tentara nasionaJ Jumlah Koordinasi Ketentraman 

I Kegiatan Rp 3.800.000 Rp 0,00 
Indonesia clan lnstansi VertikaJ di clan ketertiban umum 
wilayah Kecamatan 

TOTAL Rp 3,006.685.000 Rp 623.087 ,992 20,72 

Berdasarkan tabel diatas Anggaran belanja/pengeluaran OPD 

Kecamatan Gempol pada tahun 2021 sebesar Rp. Rp. 3.006.685.000,­

dengan realisasi pada tribulan I Bulan Maret sebesar RP. 623.087 .992,­

atau sebesar 20. 72%. Adapun hambatan yang dialami dalam hal 

penyerapan anggaran antra lain: 

1. Tidak Terlaksananya beberapa kegiatan dikarenakan menghindari 

kerumunan untuk menanggulangi COVID-19. 

2. Keterlambatan dalam pengisian anggaran kas di aplikasi SIPD 

mengakibatkan Dokumen Perencanaan Anggaran ( DPA ) Kecamatan 

Gempol baru selasai diakhir bulan Januari 2021. 



NamaOPD : Kecamatan Gem 1 

Kode 
Uruaan/Blda11g Urusan Pe merintahan Daerah dan Program/ Ke giatan/ 

Sub Kectatan 

2 

PROGRAM Pll:LAYA!IA!I ADMllUSTAASI Pll:RKA!ITORA!I 

Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air da.n Listrik 

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 

Penyediaan Jasa Keber8ihan Kan tor 

Penyediaan Alat Tulis Kantor 

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

Penyediaan Komponen lnstalasi l,istrik/Penerangan Bangunan 
Kantor 

Penyediaan Pern.latan Rumah Tangga 

Penyediaan Makanan dan Minuman 

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 

Penyediaan J ase Perkantoran 

Pengadaan Pa.kaian Dinas Beserta Perlengkapannya 

PROGAAM PEl'lll'lOKATAll SARANA DAIi PRASARANA APARATUR 

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 

Pengadaan Mabelair 

Pengadaan Peralatan Kantor 

Tabel 2 . 1 

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan 
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 

Kabupaten Pa.suruan 

lndi.kator Kinerja Program / Kegiataa / Sub 
Kegiatan 

3 

Persentase Pemenuhan Pelayana.n Kantor 

Jumlah Pembayaran Listrik, Air, Telepon dan 
Internet 

Jumlah Pegawai yang diberi Honor 

JumJah Petugas Kebersihan 

Jumlah Pembelian Alat Tulis Kantor 

Jumlah Barang Cetakan den Pengganda.a.n 

Jumlah Pembelian Komponen lnstalasi Listrik 
Bangunan Kantor 

Ju mlah Pembelian Peral a tan Ru mah Tan gga 

Jumlah Kegiatan Rapat 

Jumlah Perjalanan Dinas ke Luar Daerah 

Jumlah Pembayaran Tenaga Kontak dru1 THL 

Jumlah Pakain Oinas Berserta Kelengkapennya 

Persentase Sarana dan Prasara.na Kondi1f Baik 

Jurnlah Perlengkapan Gedung Kantor 

Jumlah Pengadaan Mabela ir 

Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor 

Taqet Kinerja 
Capalan Program / 

Ke1labui / Sub 
Kea:iatan (Renstra 

PD) Tahun 2023 
(Kondl•I Akhlr) 

4 

Reallaasi Taqet Kinerja 
Haa.U Propam dan Keluaran 

Keglataii • Id tah1111 2019 

5 

2020 

100% 1000,. 

7 rek/bln 7 rek/b ln 

7 Omgbln 7 Omgbln 

2 Orng/bln 1 Omg/bln 

4 Kali 2 Kali 

2 Eksemplar l Eksemplar 

3 Kali 2 Kali 

3 Kali 1 Kali 

24 Bulan 12 Bulan 

24 Bulan 12 Bulan 

15 Omg/bln 13Omg/bln 

7 Pakaian 

100% 

7 ,Jenis 2 Jenis 

1 Jenis 

8 Unit 3 Unit 

Taqet dan RcaUaasJ. Kinerja Proaram dan Kea:iatan 
TahUll 2020 

Target Renja Reali•ul Renja Tlngkat Reali•ul 

Per;:::~~';;1h Per;::::~1::z~rah (% ) 

6 7 8= 7 6 

100 % 100% 100% 

7 Rek/Bulan 7 Rek/Bulan 100% 

7Omg/Bln 7 Omg/Bln 100% 

2Omg/Bln 2Omg/Bln 100% 

2 Kali 2 Kali 100% 

l Eksemplar 1 Eksemplar JOO% 

I Kali 1 Kali 100% 

2 Kali 2 Kali 100% 

12 Bulan 12 Bulan 100% 

12 Bulan 12 Bulan 100% 

15Omg/81n 15 Orng/Bln 100% 

7 Pakaian 7 Pa.kaian 100% 

100% 100% 100% 

5 Jen is 5 Jen is 100% 

1 Jenis 1 Jenis 100% 

5 Unit 6 Unit 100% 

Target Proa:ram, 
Kegiatan. dan Sub 
Kegiatan (Tahun 

2021) 

9 

Perkiraan Realiaasi Capaian Target Reo.stra 
PD s/d Tahun 2021 

ReaUsasi Capaian 
Prog~m dan Ke glatao 

•/d tahun 2021 

JO= 5+7+9 

Tlngka.t Capatan 
ReaUs:atsi Target 

Ren•tra (% ) 

11= JO 4 



Kbde 
Uruaan/Bidang Urusan. Pemerla.tahan Daerab dan Program/ Kegiata.n/ 

Sub Kegiatan 

2 
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional 

Pemeliharaan Rutin /berkala Peralatan Kantor 

PROGRAM PElfYELENOOARAAII PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 
KECAMATAN 

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan 
Keuangan Desa 

Indlkator Kinerja Program / Kegiatan / Sub 
Kegiatao 

3 

Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor 

Jumlah Kendaraan yang d ipelih ara 

J umlah Pemeliharaan Peral a tan Kan tor 

Nf.laf. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 
Kecamatan 

Nf.lai Saldp Kecamatao 

Jumlah Pembina.an 

Peningkatan Kesadaran Masyarak:at Anak Nilai- Nilai Luhur Budaya Jumlah Kegiatan 
Bangsa 

Fasilitasi Administrasi perangkat kecamatan dan kelurahan 

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA / KELURAHAN 
KECAMATAN 

Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan 

Pembinaan Organ isasi Kepemudaan 

Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat 

Ju mlah Kegiatan 

Jumlah Organisasi Masyarakat Yang dibina 

Penentase u•ulan Musrenbang yang terfasllitasi 

Jumlah Desa Yang mengikuti Musrenbang 

Jumlah Kegiatan 

Jumlah Kegiatan Pemberdayaan 

Pelaksanaan Pembinaan Mental Spiritual dan Kegiatan Keagamaa11 Jurnlah Pembinaan 
Lainnya 

Fasilitasi kegiatan sosial masyarakat 

Penyeleggaraan Pelatihan Perencanaan Usulan Musrenbang 

PROGRAM KltTENTRAMAN DAM KETERTIBAN UMUM KECAMATAN 

Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam 
pencegahan tindak kriminal 

F'asilitasi dan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan 
ketertiban kecamatan 

Jumlah fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat 

Jumlah Desa. Yang Mengikuti Pelatihan 

Raslo Jumlah kejadlan yang terlasllltasl terhadap 
jumlah kejadlan scsuai kewenaqan kecamatan 

Jumlah Koordinasi dengan Aparat Keamauan 

Jumlah Fasititasi dan Koordinasi 

Target Kinerja 
Capalan. Program / 

Ke1;iatan / Sub 
Kegiatao {Reostra 
PD) Tahun 2023 
(Kondloi Akhlr) 

4 Jenis 

18 Un it 

24 Bulan 

86 

62,88 

1 Keg 

4 Keg 

1 Organisasi 

60% 

15 Desa 

0 

3 Keg 

4 KEg 

2 Keg 

0 

100% 

12 Bulan 

0 

Realisaai Target Klnerja 
Haail Propm dao Keluarao 

Kegiatao •/d tahun. 2019 

5 

1 Jenis 

9 Unit 

12 Bulan 

Target dan Realiaaai K!nerja Pro1ram dan Kegiatan 
Tahun 2020 

Target Renja R.ealisaiJi Renja. Tingkat Realisaaf. 

Per;:tu:~~~~rah Per;::::~i;,;~rah (%} 

6 7 

3 Jenis 3 Jenis 100% 

9 Uni t 10 Unit 100% 

12 Bulan 12 Bulan 100% 

86 Nila! 84 ,25 97,97% 

62,88 Nila! 64,77 103% 

l Kali 1 Kali 100% 

0 0 0% 

l Keg l Keg 100% 

1 Organisasi 1 Ora:anlaasl 100% 

60 % 60 % 100% 

15 Desa 15 Desa 100% 

0 Kali 0 Kali 100% 

3 Keg I Keg 100% 

4 Keg 4 Keg 33 ,33% 

2 Kegiatan I Kegiatan 50% 

0 0 0% 

100 % 100 % 100% 

12 Bulan 12 Bulan 100% 

0 0 0 

Target Program, 
Kegiatan dau. Sub 
Keglatan (Tahun 

2021) 

Perkiraan Reali•aai Capaian Target Renetra 
PD o/d Tahun 2021 

Reallaasi Capaian 
Program dan Kcgf.atao. 

o/d tahun 2021 

Tingkat Capaian 
ReaUsas{ Target 

Renotra (%) 



Kode 
Uruaan/Bfd.au.g Urun.n Pem erintahan Dae rah d an Program/ Ke gfata.n./ 

Sub Kegfatan 

2 

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 
l<ABUPATEN/KOTA 

Adminis lrasi Keuangan Perangkat Daerah 

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

Penyed iaan Adminis trasi Pelaksanaan Tugas ASN 

Admin istrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

Incllkator Kfne rja Pro1ram / K egfa tan / Sub 
Kegiatan 

3 

Persentase pemenuhan penunjang uru san 
pemerintahan 

Persentase pemenuhan administrasi keuangan 

Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN 

Jumla.h pembayaran Jasa Petugas Penunjang 
Kegiatan Kan tor/Lapangan melalui 
perjan jian / perikatan 

Persentase pegawai yang kompeten dan disiplin 

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan 
dan Pungsi pelatihan 

Pengadaan Pakaian Dinas Besert.a 
Kelengkapannya 

Administrasi Umum Perangkat Daerah 

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

Atribut Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Persentase pemenuhan administrasi keuangan 

J umlah Pembelian Perlatan clan Perlengkapan 
Kantor 

Jumlah pembelian barang cetakan dan. penggandaan 

Penyediaan Komponen lnstalasi 
Bangunan Kantor 

Listrik/Penerangan Jumlah Pembelian Komponen lnslalasi 
Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 
SKPD 

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 

Konsu ltasi Jumlah Penyediaan mamin dan taporan koordinasi 
dan pe1jaJanan d ines ke luar daerah 

Jumlah Pembelian Peralatan Run18.h Tangga 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerinlahan Daerah 
Jumlah pembayaran surat kabar, telpon, air dan 
internet selama 12 bu lan 

Penyediaan Jasa Komunikasi, $umber Daya Air dan Jumlah pembayaran surat kabar, telpon, air dan 
Listrik internet selama 12 bu lan 

Taq;et Klne rja 
Capalu Pro1ram / 

Keclatan / Sub 
Kegfatan (Renatn. 
PD) Tahun 2023 
(Kondl•I Akhlr) 

4 

Reallaasi Ta,a:et Kiaerja 
Haail Pro1ram dan Kelua rau. 

Ke!llatao •Id tahun 2019 

5 

2021 

100% 

100% 

57 Pe&awai 

618 Orang 

:176 Oranc 

100% 

8 Oranc 

20 Pakalan 

100% 

12 Kall 

6Jenis 

3Kall 

36 Bulan 

3 Kall 

3 6 Bulan 

360 Rckenfng 

Ta.ra:et dau. Realiu.d Kf.:n.erja Proa:ram. daa. Ke1fata.o 
Tahun2020 

6 7 8=7 6 

Target Program, 
Kea:fatan dan Sub 
K egfatan (Tahun 

2021) 

9 

100% 

100% 

19 Pegawal 

206 Orang 

10()0/4 

2 Orang 

100% 

2Kall 

2 Jenfs 

1 Kall 

12 Bulan 

I Ka ll 

12 Bulan 

120 Rekc u.f.ng 

Pcrld raau. Realiaaei Capaiaa. Tua:et Rea.at::ra 
PD •/d Tahuo 2021 

Reallaaaf Capafan 
Propam dan Ke1fatan 

• /d tahuo :1021 

10= 5+7+9 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

TIDpat Capalan 
Realisasf Target 

R.en•tra (%) 

11= 10 4 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100o/o 

100% 



Kode 
Urusan/Bidaug Urusan Pemerlntahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 

2 

lndikator Kin.erja Program / Kegiatan / Sub 
Kegiatan 

3 

Pemeliharaan Barang M ilik Dae rah 
Pemerintahan Oaerah 

Penunjang Urusan Persentase Pemelih araa.n Milik daerah penunjang 
urusan pemerintahan daerah 

Penyediaan Jasa Pemelihara.an, Biaya Perneliharaan, Jumlah Jase. Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 
Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oixrasional Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dines Operasional 
atau Lap:rngan atau La.pangan 

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah perlatan dan Mesin lainnya yang terpelihara 

Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan 
Gedung Kantor a tau Bangunan La innya 

Prasarana Jumlah sarana dan Prasarana Gedung kantor atau 
bangunan lainnya yang di pelihara/rehab 

Pengadaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah Persentase pengadaan barang Milik daerah 

Pengadaan Mebel Jumlah Pengadaan mebeleur 

Pengadaan Kendaraan Dinas 
lapangan 

Operasional atau Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 
atau Lapangan 

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Persentase Pemenuhan penyelenggaraan 
PUBLIK Pemerintahandan Pelayanan Publik 

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyelengaraan 
Kecama tan Pemerin tahan 

Koo:dinasi/Sine_rgi Perencanaan dan Pela ksanaan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan dan 
Keg1atan Pemermtahan dengan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan 
lnstansi Vertikal Terkait 

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Jumlah Laporan Kegiatan Pemerintahan d itingkat 
ditingkat Kecamtan Kecamatan 

PROGRAM PEMBERDAYMN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Jumlah Organisasi yang dibina 

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan 

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan 
Masyarakat di Wilayah Kecamatan 

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 

Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 

Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga 
Kemasyarakatan 

Ju m.Iah La po ran Kegiatan Pemberdayaan Lem bag a 
Kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan 

Rasio jumlah Kejadian yang terfasilitasi terhadap 
jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan 
kecamatan 

Target Kia.erja 
Capalan Program. / 

Kegiatan / Sub 
Kegiatan (Renatra 
PDI Tahun 2023 
(Kondl•I Akhlrl 

100% 

27 Unit 

76 Unit 

9Jenis. 

100% 

2 Unit 

3 Unit 

4Unlt 

100% 

8 Laporao 

3 Laporan 

9 Laporan 

3 Organisasi 

96 Laporan 

96 Laporan 

8 Laporan 

8 Laporan 

100% 

Realisasl Taqet Kinerja 
Haan Proa:ram dan Keluaran 

Ke1latan •Id tahun 2019 

Target daa Realiu.d Kh1erja Proa:ram. dan Kegiatan 
Tahun 2020 Target Program, 

Kegiatan dan Sub 
Kegiatan (Tahun 

20211 

9 

1000/4, 

9 Unit 

20 Unit 

3 Jeni• 

100% 

2 Laporan 

1 Laporan 

1 Laporan 

1 Oraganisasi 

24 Laporan 

24 Laporan 

100% 

Perklraan Realiaasi capalan Target Ren•tra 
PD •Id Tahun 2021 

Rcalisasi Capaian 
Program dan Keafatan 

•Id tahun 2021 

10= 5+749 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

Tingkat Capaian 
Realisasi Tuaet 

Renstra (% 1 

ll= lO 4 

100% 

100% 

100% 

10 0% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 



Kode 
Uruaan/Bldaug Uruaan Pemcrlntahan Dacrah dan Program/ Keglatan/ 

Sub Kegiatan 

2 

[ndikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub 
Kegiatau 

3 

Koordinasi Upaya Penyelengaraan ketentraman dan Kelertiban Jumlah Koordinasi Ketentraman dan ketertiban 
Umum umum 

Sinergitas dengan Kepol isian negara republik . . . 
indones ia tentara nasional Indonesia dan Instansi ~~'":1;h Koorchnasi Ketentraman dan ketertiban 

Vertikal di wilayah Kecamatan 

Harmonisasi Hubun gan Dengan Tokoh Agama dan Jumlah Kegiatan Hannonisasi Hubungan dengan 
Tokoh Masyarakat Toga dan Tomas 

Target l{lnerja 
Capaian Program / 

Kea:latan / Sub 
Kegiata11 (Renatra 
PD) 'l'abun 2023 
(Kondiol Akblr) 

S Kegiatan 

4 Keglatau 

1 Keg.Iatan 

Reall•a•i Tara.ct Kinerja 
Haail Propam dan Keluaran 

Kcaiatao. •Id tahun 2019 

Target dan R.ealln.d Kinerja Proaram dan Keaiatan 
Tabun 2020 Target Program, 

Kegiatan dan Sub 
Ke g:iatan. (Tahun 

2021) 

9 

1 Kegiatan 

1 Kegiatau 

1 Kegiatau 

Perldraan Realiaaai Capaian Tara:et Renstra 
PD o/d Tabun 2021 

Reallaaai Capaian 
Program. dan Keglatan 

o/d tabun 2021 

10= 5+7+9 

100% 

1000/4 

100% 

Tiu1kat Capaian 
Realisasi Taraet 

Ren•tra (%) 

11 = 10 4 

100% 

100% 



Dari program/kegiatan Tahun Anggaran 2020 yang dijalankan oleh 

Kecamatan Gempol Kabupaten Gempol sampai akhir Desember 2020, 

semua program/kegiatan yang dilaksanakan sudah memenuhi target. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa semua program/kegiatan dapat berjalan 

dengan baik sesuai rencana. 

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian 

terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan 

indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal 

tersebut, analisis kinerja Kecamatan Pleret dilakukan terhadap penilaian 

capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. 

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran 

strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah 

Tahun 2018-2023. Berikut Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Kantor 

Kecamatan Gempol tercermin dalam pencapaian sasaran - sasaran yang 

sudah dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan sebagai 

berikut: 

► Sasaran: 

• Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di kecamatan 

► Indikator: 

• Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM) 

• Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

Kecamatan 

Secara rinci, capaian IKU kecamatan Gempol disajikan pada tabel 

berikut: 



Indikator SPM/ Standar 
No 

nasional 
1 2 3 
1 Nilai lndikator Kepuasan Masyarakat (!KM) Kecamatan 

2 Nilai Sistem Akuntabilitas lnstansi Pemerintah (SAKIP) 
Kecamatan 

Tabel2.2 
Pencapaian Kinerja Pe!ayanan Perangkat Daerah Kecamatan Gempol 

Kabupaten Pasuruan 

IKK 
Tar,i:et Renstra Penuurkat Daerah 

Tahun2020 Tahun 2021 Tahun2022 Tahun2023 
4 6 7 8 9 

86 87 88 89 

BAIK BAIK BAIK BAIK 

62,88 63,88 65 67 

BAIK BAIK BAIK BAIK 

Realisasl Capaian Pro eksi Catatan 
Tahun2020 Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Analisis 

11 12 15 16 17 

84,25 100% 100% 100% 

BAIK BAIK BAIK BAIK 

64,77 100% 100% 100% 

BAIK BAIK BAIK BAIK 



2.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD 

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah Kecamatan Gempol merupakan Perangkat 

Daerah yang menyelenggarakan urusan Pelayanan Publik. Dalam 

menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2020, Kecamatan 

Gempol menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai 

berikut: 

► Permasalahan: 

o Terbatasnya Jumlah SDM 

o Belum terintegrasinya antara OPD terkait Pelayanan Publik 

dengan Pihak Kecamatan 

► Hambatan: 

o Tidak ada Tambahan ASN; 

o Kurangnya Koordinasi antar Seksi; 

o Kurang Mendukungnya Sarana & Prasarana. 

Selain itu, selama Tahun 2020, Kecamatan Gempol Juga 

menghadapibeberapa peluang dan tantangan yaitu: 

► Tantangan: 

o Tuntutan Masyarakat tentang Pelayanan yang lebi baik. 

► Peluang: 

o Pengembangan infra struktur dan administrasi pemerintah 

desa/kel kecamatan Gempol dengan baik. 

o Meningkatkan Pelayanan Masyarakat yang berkualitas. 

o Melibatkan peran serta Masyarakat yang aktif dalam 

pembangunan daerah. 

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang 

dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2020, maka isu-isu penting 

berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan 

program dan kegiatan Kecamatan Gempol pada Tahun 2021 adalah 

sebagai berikut: 



o Perlu penambahan personil/SDM untuk menguatkan kinerja 

yang Maksimal 

o Ada Monitoring yang terjadwal secara rutin. 

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 

Rencana Kerja ( Renja ) OPD Kecamatan Gempol merupakan 

Rancangan beberapa kegiatan yang sistematik dan terpadu untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal serta dilaksanakan oleh Instansi 

Pemerintah guna mencapai sasaran tertentu dalam rangka 

meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat secara optimal. 

Review didasarkan atas Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan 

Renja OPD, namun demikian dalam penyusunan Renja masih 

terdapat kendala dan hambatan karena keterbatasan Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang dimiliki oleh OPD, sehingga keberhasilannya 

menjadi kurang Optimal. 



N.ama PerattRkat Daerah: Kecamatan Oemnol 
R anoangan Awai RKPD ... 

Prog,.m/ Keglatan/ Bub Keglatan Lokul Indiltator Kinerja 

{l) {2) {3) {4) 

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERJNTAHAN 
Kee . Gempol Persent.ase pemenuhan penunjang urusan 

DAERAH KABUPATEN/KOTA pemerintahan 

Administrasi Kcuangan Perangkat Daerah Kee. Oempol Persentase pemenuho.n a.dminiSlr0$i keuangan 

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kee. Oempol Jumlah Pcmba.yaran Gaji dan Tunjangan ASN 

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Togas ASN Kee. Gempol 
Jumlah pemboyaran Jaso Petugas Penunjang Kegiatan 
Kantor/1...apangan melalui perjanjian/perikatan 

Pelaksanaan Penatausahaan dan 
Jumlah pernba.yaran honorarium pejabat 

Kee. Oempol penatausahaa.n keuangan, kegiatan dan pelaku 
Peng1..1jian/Verifikasi Keuangan SKPD pengadaan barang/ jasa 

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kee. Gempol Persentase pegawai yang kompeten dan disiplin 

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Kee. Gempol 
Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dnn 

Togas dan Fungsi pelatihan 

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kee. Gempol Jumlah Pengadaan Pakaian Oinas dan Kelengkapannya 
Kelengkapannya 

Administrasi Umum Perangkat Daerah Kee. Gempol Persentase pemenuhan adm inistrru;i keuanga.n 

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kee. Gempol Jumlah Pembelian Perlatan dan Pe.rlengkapw1 Kantor 

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kee. Gempol Jumlah pembelian barang eetakan dan penggandMn 

Penyediaan Komponen Instalasi Kee. Gempol Jumlah Pembelian Komponen Insta.losi 
Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Listrik/ Penerangon BanQUnan Kantor 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kee. Gempol 
Jumlah Penyediaan mamin don laporw1 koordinasi dan 

Konsultasi SKPD perjo.laoan dinas ke luar daerah 

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kee. Gempol Jumlah Pembelian Peralatan Rumah 'I'angga 

Penycdiaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Kee . Gempol Jumlah pembayaran surat kabar, telpon, air dan 

Daerah intemet selama 12 bulan 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Kee. Gempol Jumlah pembe.ya.ra.n sumt kaba.r, telpon, air dan 
dan Listrik internet selarna. 12 bulan 

Pemelihara.an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Kee. Gempol 

Persentase Pemeliharaan Milik daerah penunjaiig 
Pemerintahan Daerah umsa.n pemerintahan daerah 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Jasa Pemeliharaan, Bia.ya Pemeliharaan, Pajak, 
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Kee. Gempol dan Periz.i.nan Kendaraan Dinas Operasional a.tau 
Dinas Operasional at.au Lapangan Lepangan 

Pemeliharaan Pera.Iatan dan Mesin Lainnya Kee. Getnpol Jumlah perlatan dan Mesin lainnya yang terpelihare. 

Tabet 2.3 
Review terhadap Raneangen Awal RKPD tahun 2022 

Kabupaten Pasuruan 

Tarpt Capaian 
Pagu.Indib.Uf p._.,../ K-/ Sub Keglatan 

(Rp .000) 

{5) (6) {7) 

100".- Rp 2.853.540.764 
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PRMERINTAHAN 
OAERAH KABUPATBN/KO'l•A 

lOO"h Rp 2.648 .603.234 Admini.strasi Keuangan Perangkat Daerah 

18 Pegawai Rp 2.256.563.234 I Penyed.iaao Gaji clan Tunjangan ASN 

206 Orang Rp 355 ,800.000 I Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 
ASN 

I Pelak9anao.n Penatau&a.hrum dan 84 OrangOrang Rp 36.240.000 
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

lOO"h Rp Administrasi Kepegawaian Perangkat Da.erah 

1 Orang Rp I 
Pendidikan clan Pelatihan PegawlU 
Berdasarkan Tugas clan Fungsi 

5 Pakaian Rp I Pengru:laan Pakaian Dinas Beserta Atribut 
Kelengkapannya. 

lOO"h Rp 83.998.130 Administrasi Umum PerMgkat Daerah 

2 Ka.Ii Rp 12 .545.700 I Penyediaan Perala.tan dan Perlengkapan 
Kantn, 

2 Jenis Rp 4 .690.000 I Penyedioa.n Barang Ce takan dan 
Penggandaan 

l Kali RP 1.968.500 I Penyedi.rum Komponen lnstalasi 
Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 

12 Bulan Rp 61.821.000 I Penyelenggara.an Rapet Koordi.na.-,i dan 
Konsultasi SKPD 

1 Kali Rp 2.969.930 I Penyediaan Peralatan Rumah Tru1gga 

1~ Bulan Rp 70.499.400 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeri.ntahan 
Daerah 

120 Rekening Rp 70.499.400 Penyed.iaan Jaso. Komunikasi., Somber Daya 
- Air dan Listrik 

IOO"h Rp 50.440.000 
Pemeliharwm Ba.rang Milik Daerah Peuunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

Penyediaan Jase. Pemeliharaan, Biaya 

I 
Pemeliharaan, Pajak, dsn Perizinon 

9 Unit Rp 50.4 ◄0.CXXJ 
Kendaraan Dines Operasion'11 a.tau 
Lepangan 

S Unit Rp I Pemeliharnau Peralatan dan Mesin Lainnya 

Ha.sil AnaliaJa Keba.tub.an 

Lokui I:n.dikator Kinetja 
Target Kebutuhan Dana c ........ 

Capllian (Rp.000) Pentmc 

(8) {9) {10) (11) (12) 

Kee. Gempol Persentase pemenuhan penunjang urusan 100% Rp 2.SSJ,540.764 
pemerintahan 

Kee. Gempol Persenta.se pemenuhan administrasi keuangan 100% Rp 2.648 .603.23◄ 

Kee. Gempol Jumlah Pembayaran Gaji clan Tttnjanga.n ASN 18 PegawlU Rp 2 .256.563 .234 

Kee. Gem.pol Jumlah pembayaran Jasa Petuga.<J Penunjang Kegiatan 
206 Orang Rp JSS.800.0CIO 

Kantor/Lapangan mele.lui perjanjian/perikatan 

Jumlah pembayai·o.n honorarium peje.bat 
Kee . Gem.pol pena.tausahaan keuangan, kegiutan dan pelaku ~4 Ornng()mn RP 36.2◄ 0 .000 

pengadArut barang/jasa 

Kee. Gempol Persentase pegawai yang kompeten dan disiplin 100% Rp 

Kee . Gempol Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan 
1 Orang Rp 

pelatihan 

Kee . Gempol Jumlah Pengadaan Paktuan Dinas dan Kelengkapannya S PakoJan Rp 

Kee. Gempol Persentase pemenuhan administrasi keuangan 100% Rp 83.998.130 

Kee. Gempol Jurulah Pembelia:n Perla.tan clan Perlengkapan Kantor 2 Kali Rp 12.545.700 

Kee . Gempol Jumlah pembelian barang cetakon da.n penggandaan 2 Jenis Rp 4.690.000 

Kee. Gempol Jumlah Pembelian Komponen lnstalasi 
l Kali Rp 1.968.500 

Listrik/P(o!nerangan Bangunan Kantor 

Kee. Gempol Jumlah Penyediaan mamin dan laporw1 koordinasi clan 12 Bulan Rp 61.82◄ J)()() 
perjalano.n dinas ke luar da.erah 

K<,-c. Oetnpol Jumlah Pembelian Perala.tan Rumah Tangga 1 Kali Rp 2.969.930 

Kee. Gempol Jumlah pembayaran surat kabar, telpon, air dan 12 Bulan Rp 70.499.400 
internet selama 12 bulrut 

Kee.Gempol Jumlah pembayaran surat kabar, telpon, air clan 120 Rekening Rp 70 ,499.400 
internet selruna J 2 bulan 

Kee. Oempol Persentase Pem~liharaan Milik daerah penunjang 
100".- Rp 50.440.000 

urusan pemerint:ahan daerah 

Jumlah Ja.sa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, 
Kee. Gempol dan Periz:inan Kendaraan Dinas Operasional atau 9 Unit Rp S0.440 .000 

Lepangan 

Kee. Gempol Jumlah perlatan clan Mesin Wnnya yang terpelihru-a 5 Unit Rp 



Rua~ A...i RKPD Hull AaaU9Js Kebatuhaa. 

!lo 
P,_.,../ - / BubK-tan Lokul Pap bidikat.if' p,_.,,./ K-tan/ SubK- Lokod lndikator Kinerja 

To,pt Keba.tuhaa Dana c-.. ,_ Klnetja 
Tarpt Capaian 

(Rp.000, Capa.iaa. (Rp.000, Poutlq: 

(l) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (ill (12) 

Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan 
Jumlah saran.a.clan PrasaranaOedung kantoratau I Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dnn Jumlah sarana don Prasarana Oedung kantor at.au 

Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Kee. Gerupol 1 Jer1is Rp Prasara.na Oedung Kantor atau 81lllgunw1 Kee. Oempol 1 Jenis Rp 

Lainnva 
bangunon lainnya yang di pelihara/ rehab 

Lainnya 
bangunan lainnyayang di pelihara/rehab 

Pengadaan Ba.rang Milik Oaerah Penunjang Urusan 
Kee. Gernpol Persentase pengadaan ha.rang Milik daerah JOO% Rp 

Pengadoan Sarong Milik Oaerah Penunjang Urusan 
Kee. Gempol Persentase pcngadoon batang Milik daerah 100% Rp 

Pemerintah Daerah Pemerintah Daera.h 

Pen gadaan Mebel Kee. Oempol Jumlah Peng.adaan mebcleur OUnit Rp I Pengadaan Mebel Kee. Gempol Jumlah Pengadaan mebeleur 0 Unit Rp 

Pengadaan Kendaraan Dinas Operaaional atau Kee. Gempol Jumlah Pengadaan Kendaraa.n Dinas Opcrasional atau OUnit Rp I Pengadaan Kendaraan DillN Operasional Kee. Gempol Jumlah Pengadaan Kendaman Dinn Opcrasional atau OUnit Rp 
lapangan Lapangan atau lapangan Lapongan 

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kee. Gempol Jumlah Peogadtuu, sarpras 0 Unit Rp I Pengru:inrul Sarana dnn Prasarana Oedung 
Kee.Gempol Jumlah Pengadaan sarpras 0 Unit Rp 

Kan tor atau Bangunan I..ainnya Kantor a.tau Bangunan Lainnya 

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kee . Gempol Jumlah Pengadnan Peralatan clan Mesia Lainnya O Unit Rp I Pengadean Peralatan dan Mesin Lainnya Kee. Gempol Jutnleh Pengadaan Peralatan dan Mes.in Lainnya OUnit Rp 

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 
Kee. Oempol Pcrsentase Pemenulmn penyelenvgaraan JOO',<, Rp 2'2.775.000 

PROGRAM PRNYE LENGGARMN PEMERINTAHAN DAN 
Kee . Oempol Persento.se Pemenuhan peoyelenggaraan 100% Rp 22.775.000 

PELA YANAN PUBLIK Pemerintahandan Pelayanan Publik PELA.YANAN PlJBLIK Pemerintahandan Pclayn.nan Publik 

Koord inasi Penyelenggaraan Kegiata.n Pernerintahan 
Kee. Oempol Jumlah Leporan Hasil Koordinui Penyelengarann 2 Lapor.a.n Rp 22 .775.000 

Koordino.si Penyelenggaraon Kegiatan Pemerintahan 
Kee. Gempol Jumlah Lapora» Hnsil Koordinasi Penyelengaraan 2 Lnporan Rp 22.775.000 

d i Tingkat Kecamatan Pemerintel1an di Ti..ngkat Kecamatan Pemerinta.han 

Koordinasi/Si.nergi Perencanaan dan K.oorctinas1/ :smergi t'ereneanean 0ru1 

Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Kee. Oempol Jumlah Laporan Hasil Koordioasi Perencanaan dan 2 Laporan Rp 22.775.000 Pelaksa.nrum Kegiatan Pemerintahan dengan Kee. Gempol Jumlah Laporan Hasil Koon:linasi Perenean.aan dan 2 Laporan Rp 22.775.000 

Peranllkat Oaerah dan fnstansi Vertikal Terkait 
Pela.ksanaan Kegiatan Pemerint.a.hM Perangkat Oaeral1 dnn lnsta.nsi Vert.ikal Pelaksanaan Kegiatan Pemerinta.han 

Peningkatan Erektifitas Kegi.atan Pemerintahan Kee. Oernpol Jumlal1 Laporan Kegiata.n PemerinlA.ha.n ditingkat 0 Laporan Rp Peningkatan Efektifitas Kegiatan Kee. Gempol Jumlah Laporan Kegiatan Petnerintahan ditingkat 0 Lapora.n Rp 
ditingkat Kecamtan Kecamatan Pemerintaha.n ditingkat Kecamtan Keeamatan 

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 
Kee. Oetnpol Jumlah Organisasi yang dibloa l Organisasi Rp 9.000.000 

PROORAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OESA DAN 
Kec.Oempol Jumla.h Organisa:'1 yang dibi.na l Organisasi Rp 9.000.000 

KELURAHAN KELURAHAN 

Koord:inasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kee . Gempol Jumlah l..aporan Kcgiatan Pember"WWaa.n 12 Laporan Rp 9.0CI0.000 Koordinasi Kegiatan PemberdayOill'l Des.a Kee . Gempol Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdaye.an 12 Laporan Rp 9.000.000 

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberd:ayaan 
Peningk:ata.n Efektifitas Kegiatan 

Kee. Gempol J umla.h Leporan Kegiatan Pemberd.ayaan 12 Laporan Rp 9.000.000 Pemberdayaan Masyarakat di Wila.ya.h Kee . Gempol Jumlah Laporan Kegia.tan Pemberdayaan 12 Laporan Rp 9.000.000 
Masyarakat. di Wilayah Kecamatan Kecamatan 

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat 
Kee. Getupol Jum.lah Laporai1 Kegia.tan Lembaga. Kemasyrakata.n 0 Laporan Rp 

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 
Kee. Gempol Jumln.h Laporl.lll Kegiatan Lembaga Kemasyrakatan 0 La.poran Rp 

Kecamatan Tingkat Kecamatan 

Peningkatan Kapasitas Lcmbage Kemasyrakatan Kee. Gempol Jumlah Laporan Kegiatan Pemberda.yaan diwi.layah 0 Leporan Rp 
Peoingkatan Kapasitas Lcmbaga Kee. Gempol Jumlah Laporan Kegiatan Pemberclayaan diwilayab 0 Laporan Rp 

Kecamatan I Keniasyrakatan Keeamatnn 

Fasilitasi Pemanfaatan Te knologi Tepa.t Guna Kee. Gempol Jumlah Fasilit.nsi Pemanfaatn Teknologi Tepat Ouna 0 Laporan Rp I ~:::tasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Kee. Oempol Jumlah Fasilitasi Pemanfaatn Teknologj Tepat Guns 0 Laporan Rp 

PROGRAM KOORDINAS! KETENTRAMAN DAN 
Kee. GerupoJ Rosio jumlah Kejodian yang terfasilitasi terho:dn.p 

100% Rp 
PROGRAM KOORDI NASI KE'l'ENTRA.MAN DAN 

Kec . Gempol Rasio j um.lah Keja.dian yang terfMiliWi terbadap 100% Rp 
KETERTIBAN UMUM jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan kecamatrut KETERTIBAN UMUM jumla.h kejaclian sesuai dengan keweOOJ1gan kecamaUUl 

Koordinasi Upaya Penyelengaraan ketentrarnan dan 
Kee. Oempol Jumla.h Koordinasi Ketentraruan dan ketertiban umum 2 Kegiatan Rp 

Koordinasi Upa,ya Penyelengaraan ketentrama.n dan 
Kee . Gempol Jumlah Koordina.si Ketentramnn clan ketertiban umum 2 Kegiatnn Rp 

Ketertiban Umum Ketertiban Umum 

Sinergita.s dengan Kepolis ian negara republik Sinergitas dengao Kepolisia.n negara 

indonesia tentara nasional Indonesia dan Kee. Oempol Jumla.h Koord.inasi Ketentraman clan ketertiban u mum l Keglatan Rp I 
republik indonesia tentara nasional Kee. Gempol JurnJah Koordio.asi Ketentrruno.n clan ketertiban umum 1 Kegiata.n Rp 
Indonesia dnn lnstans.i Ve rtikal di wilayah 

Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan Kecamatan 

Hannonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama 
Kee. Octnpol 

Jumlah Kegiatao Harmonisasi Hubungan deng,an Toga 
1 Keglatan Rp 

Hannon.isrusi Hubungru1 Oengru1 Tokoh 
Kee. Gempol 

Jumlah Kegiatan llru-moniSA$i Hubu ngo.n dcngan Toga l Kegiatan Rp 
dan Tokoh Masyarakat dan Tomas Ag.a.ma dan 'l'okoh Masyarakat da.n Tomas 

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
Kee.Oempol Persentase Pembinao.n do.n Pengawosan Pemeriot.ahon 100% Rp 

PROGRAM PEMBI NMN DAN PENGAWASAN 
Kec.Oempol Persenta.se Pembina.an dan Pengawasan Pemeril:11:ahan 100% Rp 

PEMERINTAHAN DESA Desa PEMER!NTAHAN DESA Desa 



... 
(2) 

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan 
clan Pengawasan Pemerintahan Desa 

~ Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 

Fasilit.asi Pengelolaan Keuangan 
Pendayagunaan Aset Desa 

Ranoanpn Awai RKPD 

Lokui 1:o.dJlutor Kinerja 

(3) (4) 

Kee. Gem 1 Jum.18;11 ~ran _Fasilitasi, Rekomendasi ~an 
po Koordinast Pembmaan Pengowasan Pemenntaha.n Desa 

Kee . Gempol ;~:~:~~ilita.<Ji Administrasi Tata 

TOTAL 

Tarcet Capaian 
Paga. lndilr.atif 

(Rp,000) 

(5) (6) 

0 Laporan Rp 

0 Laporan Rp 

0 Laporan Rp 

Rp 2.885.315.764 

P,__./ Keglatan/ Sub Kegiatan 

{7) 

J umlah Lapomn Fa:silitasi, Rekomendruli clan 
Koordinasi Pembina.an Pengawasan Pemerintahan 

Desa 

Fasilita.si Administrasi Tata Pemerintahan 
Desa 

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan 
Pendayagunaan Aset Desa 

HasB Anal.1-is Kebntuhan 

Lokasl Ind.ikator Kinerj• 

(8) (9) 

TOTAL 

(10) 

0 Laporan 

0 Laporan 

0 Laporan 

Kebutuhan Dana 
(Rp.OCJOI 

(11) 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 2.885.315,764 

Catatan 
Pentlng 

(12) 



2.5 PENELMHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT 

U sulan program dan kegiatan Kecamatan Gem pol pada tahun 2022 

dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan 

kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka 

penguatan otonomi daerah diarahkan pada : 

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, 

transparan, akuntabel dan responsif; 

2. Mewujudakan Sumber daya manusia ( SDM ) yang cerdas dan 

berdaya saing melalui pemerataan dan peningkatan kualitas 

pendidikan yang berbasis sekolah formal dan pondok pesantren; 

3. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, murah dan 

terjangkau oleh semua lapisan masyarakat; 

4. Mewujudkan kesejahteraan ekonomi rakyat melalui revitalisasi pasar 

desa dan peningkatan produksivitas sektor pertanian, perkebunan, 

perikanan dan peternakan; 

5. Mewujudkan tata kehidupan sosial masyarakat yang aman, tentram, 

religius, harmonis serta berkebudayaan. 

Telaah usulan program dan kegiatan masyarakat ini didasari oleh 

pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Gempol maka 

kelima hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban 

delegasi. 



Tabel 2.4 
Usulan Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 

Kabupaten Pasuruan 

N ama eranR: at aer : p k D ah K ecamatan G empo 

No Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasl Indikator Kinerja 
Besaran/ 
Volume 

(1) (2) (3) (4) (5) 

~= -~ ~-J1_J _~ ~ 

I--

- -lJ=L- -- - L___J 

Catatan 

(6) 



BAB III 

TUJUAN & SASARAN 

3 .1 TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk 

menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan 

sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun 

waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana 

secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh 

organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan 

dapat memenuhi standard penyelenggaraan good governance dan 

akuntabilitas public. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam 

penyelenggaraan fungsi Kecamatan Gempol adalah sebagai berikut: 

1. Optimalisasi pelaksanaan kebijakan pendapatan denganintensifikasi 

dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui Pajak 

Bumi dan Bangunan serta Melakukan upaya perbaikan sistem 

pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat; 

2. Mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan belanja daerah tahun 2017 

dengan Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola 

penganggaran berbasis kinerja, Peningkatan kualitas SDM aparatur 

pengelola keuangan dan pengelola anggaran OPD, Penentuan dan 

penggunaan anggaran belanja daerah didasarkan prioritas 

pembangunan daerah, serta Meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

penggunaan belanja daerah dengan berpedoman pada harga pasar 

dan standar harga pemerintah. 



3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH 

Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Pasuruan, maka tujuan 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gempol dari penjabaran 

misi nomor 4 dari Bupati Pasuruan, adalah: 

► Tujuan: 

• Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di kecamatan. 

► Sasaran: 

• Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di kecamatan 

3.3 Program Dan Kegiatan 

Visi Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 adalah: 

"TERWUJUDNYA KABUPATEN PASURUAN YANG SEJAHTERA, MASLAHAT, 

DAN BERDAYA SAlNG". 

Sedangkan Misi Pemerintah Kabupaten Pasuruan adalah: 

1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor-sektor produksi dan 

produk unggulan melalui penguatan kelembagaan sosial ekonomi desa 

menuju kesejahteraan masyarakat ; 

2. Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan 

modal social berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi 

social dan penyediaan pelayanan dasar, terutama pelayanan kesehatan 

dan permukiman; 

3. Memanfaatkan segenap potensi seumberdaya alam secara berkelanjutan 

sebagai bentuk konservasi lingkungan; 

4. Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata 

kelola pemerintahan dan pelayanan public yang inovatif, bersih, efektif 

akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi; 

5. Meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis masyarakat dengan cara 

mempermudah aspek legal dan pembiyaan dalam rangka percepatan 

pembangunan daerah. 

6. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas 

dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing 

daerah. 

7. Meningkatkan kualitas pendidikan dan menjamin integrasi pendidikan 

formal dan non formal sebagi wujud afirmasi pendidikan karakter. 



Sebagai salah satu SKPD, maka Kecamatan Gempol berusaha untuk 

mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati 

Pasuruan terpilih yang kemudian menjadi visi dan misi Pemerintah 

Kabupaten Pasuruan sesuai dengan tugas dan fungsinya menurut 

Peraturan perundangan yang berlaku. Dari misi Pemerintah Kabupaten 

Pasuruan, yang bersentuhan langsung pada tugas dan wewenang 

Kecamatan Gempol adalah misi nomor 4, sehingga Kecamatan Gempol 

akan berusaha untuk "Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi 

yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan public yang 

inovatif, bersih, efektif akuntabel dan demokratis berbasis teknologi 

informasi". 

Untuk Menunjang Visi dan Misi Bupati Pasuruan dan tercapainya 

tujuan dan sasaran Kecamatan Gempol. Berikut Program/Kegiatan/Sub 

kegiatan Kecamatan Gempol Tahun 2022. 

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

- AdministrasiKeuanganPerangkat Daerah 

- PenyediaanGajidanTunjangan ASN 

- PenyediaanAdministrasiPelaksanaanTugas ASN 

PelaksanaanPenatausahaandanPengujian / VerifikasiKeuangan 

SKPD 

- AdministrasiKepegawaianPerangkat Daerah 

- PendidikandanPelatihanPegawaiBerdasarkanTugasdanFungsi 

- PengadaanPakaianDinasBesertaAtribu tKelengkapannya 

- AdministrasiUmumPerangkat Daerah 

- PenyediaanPeralatandanPerlengkapan Kantor 

- PenyediaanBarangCetakandanPenggandaan 

- PenyediaanKomponenlnstalasiListrik/ PeneranganBangunan Kantor 

- PenyelenggaraanRapatKoordinasidanKonsultasi SKPD 

- PenyediaanPeralatanRumahTangga 

- PenyediaanJasaPenunjangUrusanPemerintahan Daerah 

- PenyediaanJasaKomunikasi, SumberDaya Air danListrik 

PemeliharaanBarangMilik Daerah PenunjangUrusanPemerintahan 

Daerah 

- PenyediaanJ asaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak, 



danPerizinanKendaraanDinasOperasionalatauliapangan 

- PemeliharaanPeralatandanMesinLainnya 

Pemeliharaan / RehabilitasiSaranadanPrasaranaGed ung 

atau Bangunan Lainnya 

Kantor 

- Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusanPemerintah Daerah 

- PengadaanMebel 

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan 

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 

PUBLIK 

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat 

Kecamatan 

- Koordinasi/Sinergi 

KegiatanPemerintahan 

danlnstansiVertikalTerkait 

Perencanaandan 

dengan Perangkat 

Pelaksanaan 

Daerah 

- PeningkatanEfektifitasKegiatanPemerin tahanditingkatKecamtan 

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 

- KoordinasiKegiatanPemberdayaanDesa 

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan 

- PemberdayaanLembagaKemasyarakatan Tingkat Kecamatan 

- PeningkatanKapasitasLembagaKemasyrakatan 

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 

- Koordinasi Upaya Penyelengaraan ketentraman dan KetertibanUmum 

SinergitasdenganKepolisiannegararepu blikindonesiaten taranasional 

Indonesia danlnstansiVertikal di wilayahKecamatan 

Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh 

Masyarakat 

Rumusan rencana program dan kegiatan OPD Tahun 2022dan 
diperkirakan maju Tahun 2023 Kabupaten Pasuruan untuk sumber dana APBD 
Kabupaten secara detail dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini: 



BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

RENJA tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan 

pembangunan tahun 2020 sebagai acuan bagi satuan kerja perangkat 

daerah (OPD). Rencana kerja tahun 2022 yang ditindaklanjuti dengan 

menyusun kebijakan dalam kerangka anggaran APBD tahun 2022 dimana 

pelaksanaannya memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber 

daya anggaran. 

Pelaksanaan kegiatan OPD Tahun 2022 harus dilakukan secara 

efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas 

antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten maupun satuan kerja 

dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan 

sinkronisasi kegiatan yang telah dipogramkan dilakukan dengan 

memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjaringan 

aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya 

dengan tetap prinsip-prinsip safe guarding yaitu transparasi, akuntabilitas 

dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi. 

Penerapan prinsip safe guarding akan berhasil bila didukung oleh 

peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan 

kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga 

dapat beperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan 

kegiatan dalam program-program pembangunan sehimgga keterlibatan 

masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan 

yang berkesinambungan. 

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring 

dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari 

keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, 

agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi 

perencanaan pembangunan tahap berikutnya. Berikut rencana Program, 

Kegiatan dan Sub Kegiatanyang akan dilaksanakan pada Tahun 2022 



Program/ Kegiatan/ Sub 
Lokasi Indikator Kinerja 

Target Pagu lndikatif 
Kegiatan Capaian (Rp.000) 

(2) (3 ) (5) (6) 

PROGRAM PENUNJANG Persentase 
URUSANPEMERINTAHAN Kee. pemenuhan 

100% Rp 2.648.603 .234 
DAERAH Gempol penunjang urusan 
KABUPATEN/KOTA pemerintahan 

Persentase 
Administrasi Keuangan Kee. pemenuhan 

100% Rp 2.563 .211.284 -
Perangkat Daerah Gempol administrasi 

keuangan 

Penyediaan Gaji dan Kee. 
Jumlah Pembayaran 

18 -
Tunjangan ASN Gempol 

Gaji dan Tunjangan 
Pegawai 

Rp 2.256.563234 
ASN 

Jumlah pembayaran 
Jasa Petugas 

Penyediaan Administrasi Kee. Penunjang Kegiatan 206 
Rp 355 .800.000 -

Pelaksanaan Tugas ASN Gempol Kantor/Lapangan Orang 
melalui 
peri ani ian/perikatan 
J umlah pembayaran 

Pelaksanaan 
honorarium pejabat 

Penatausahaan dan Kee. 
penatausahaan 

-
Pengujian/V erifikasi Gempol 

keuangan, kegiatan 84 Orang Rp 36.240.000 

Keuangan SKPD 
danpelaku 
pengadaan 
barang/j asa 

Administrasi Kepegawaian Kee. 
Persentase pegawai 

-
Perangkat Daerah Gempol 

yang kompeten dan 100% Rp 9.000.000 
disiplin 

Pendidikan dan Pelatihan 
J umlah aparatur 

Pegawai Berdasarkan 
Kee. yang mengikuti 

1 Orang Rp 4.000.000 -
Gempol pendidikan dan 

Tugas dan Fungsi 
pelatihan 

Pengadaan Pakaian Dinas 
Kee. 

J umlah Pengadaan 
- Beserta Atribut 

Gempol 
Pakaian Dinas dan 5 Pakaian Rp 5.000.000 

Kelengkapannya Kelengkapannya 

Persentase 
Administrasi Umum Kee. pemenuhan 

100% Rp 83.998.130 -
Perangkat Daerah Gempol administrasi 

keuangan 
Jumlah Pembelian 

Penyediaan Peralatan dan Kee. Perlatan dan 
2 Kali Rp 12.545.700 -

Perlengkapan Kantor Gempol Perlengkapan 
Kantor 



Penyediaan Barang 
Kee. 

J umlah pembelian 
- Cetakan dan 

Gempol 
barang eetakan dan 2 Jenis Rp 4.690.000 

Penggandaan penggandaan 

Penyediaan Komponen J umlah Pembelian 
Instalasi Kee. Komponen Instalasi 

1 Kali Rp 1.968.500 -
Listrik/Penerangan Gempol Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor Bangunan Kantor 

Jumlah Penyediaan 
Penyelenggaraan Rapat 

Kee. 
mamin dan laporan 

- Koordinasi dan 
Gempol 

koordinasi dan 12 Bulan Rp 61.824.000 

Konsultasi SKPD perjalanan dinas ke 
luar daerah 

Penyediaan Peralatan Kee. 
J umlah Pembelian 
Peralatan Rumah 1 Kali Rp 2.969.930 -

Rumah Tangga Gempol 
Tangga 

Penyediaan Jasa Penunjang 
Jumlah pembayaran 

Urusan Pemerintahan 
Kee. surat kabar, telpon, 

12 Bulan Rp 70.499.400 - Gempol air dan internet 
Daerah 

selama 12 bulan 

Penyediaan Jasa 
Jumlah pembayaran 

Komunikasi, Sumber 
Kee. surat kabar, telpon, 120 

Rp 70.499.400 -
Gempol air dan internet Rekening 

Daya Air dan Listrik 
selama 12 bulan 
Persentase 

Pemeliharaan Barang Milik 
Pemeliharaan Milik 

Kee. daerah penunjang 
- Daerah Penunjang Urusan 

Gempol 
100% Rp 50.440.000 

Pemerintahan Daerah 
urusan 
pemerintahan 
daerah 

Penyediaan Jasa 
Jumlah Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak, dan Kee. 

Pemeliharaan, 
- Perizinan Kendaraan Gempol 

Pajak, dan Perizinan 9 Unit Rp 50.440.000 
Kendaraan Dinas 

Dinas Operasional atau 
Operasional atau 

Lapangan 
Lapangan 

Pemeliharaan Peralatan Kee. 
Jumlah perlatan dan 

-
dan Mesin Lainnya Gempol 

Mesin lainnya yang - Rp -
terpelihara 

J umlah sarana dan 
Pemeliharaan/Rehabilitasi Prasarana Gedung 
Sarana dan Prasarana Kee. kantor atau 

Rp -
Gedung Kantor - -atau Gempol bangunan lainnya 
Bangunan Lainnya yang di 

pelihara/rehab 

Pengadaan Barang Milik 
Kee. 

Persentase 
- Daerah Penunjang Urusan pengadaan barang 100% Rp 53 .000.000 

Pemerintah Daerah 
Gempol 

Milik daerah 



Pengadaan Mebel 
Kee. J umlah Pengadaan Rp --- Gempol mebeleur 

Pengadaan Kendaraan 
J umlah Pengadaan 

Kee. Kendaraan Dinas 
Dinas Operasional atau - Rp -- Gempol Operasional atau 
lapangan Lapangan 

Pengadaan Peralatan dan Kee. 
J umlah Pengadaan 

- Peralatan dan Mesin - Rp -
Mesin Lainnya Gempol 

Lainnya 

Pengadaan Sarana dan 
Kee. 

- Prasana Gedung Kantor J umlah Sarpras - Rp -
atau BAngunan Lainnya 

Gempol 

PROGRAM 
Persentase 
Pemenuhan 

PENYELENGGARAAN Kee. 
penyelenggaraan 100% Rp 22.775.000 

PEMERINTAHAN DAN Gempol 
Pemerintahandan 

PELA YANAN PUBLIK Pelayanan Publik 

Koordinasi Penyelenggaraan 
Jumlah Laporan 

Kee. Hasil Koordinasi 2 
- Kegiatan Pemerintahan di 

Gempol Penyelengaraan Laporan 
Rp 22.775.000 

Tingkat Keeamatan Pemerintahan 
Koordinasi/Sinergi J umlah La po ran 
Pereneanaan dan Hasil Koordinasi 
Pelaksanaan Kegiatan Kee. Pereneanaan dan 2 Rp 22.775 .000 - Pemerintahan dengan Gempol Pelaksanaan Laporan 
Perangkat Daerah dan Kegiatan 
Instansi Vertikal T erkait Pemerintahan 

Peningkatan Efektifitas 
J umlah Laporan 

Kegiatan Pemerintahan 
Kee. Kegiatan 

- Laporan Rp -
Gempol Pemerintahan 

-
ditingkat Keeamtan 

ditingkat Keeamatan 
PROGRAM 
PEMBERDA Y AAN Kee. J umlah Organisasi 1 

Rp 12.800.000 
MASYARAKAT DESA DAN Gempol yang dibina Organisasi 
KELURAHAN 

Koordinasi Kegiatan Kee. 
J umlah Laporan 

12 - Pemberdayaan Desa Gempol 
Kegiatan 

Laporan 
Rp 9.000.000 

Pemberdayaan 

Peningkatan Efektifitas 
Jumlah Laporan 

Kegiatan Pemberdayaan Kee. 12 
- Kegiatan Rp 9.000.000 

Masyarakat di Wilayah Gempol 
Pemberdayaan 

Laporan 
Keeamatan 

Pemberdayaan Lembaga 
Kee. 

J umlah Laporan 
- Kemasyarakatan Tingkat 

Gempol 
Kegiatan Lembaga - Laporan Rp -

Keeamatan Kemasyrakatan 

J umlah Laporan 
Peningkatan Kapasitas Kee. Kegiatan 

- Laporan Rp -
Lembaga Kemasyrakatan Gempol Pemberdayaan 

-

diwilayah Kee. 



Rasio jumlah 
Kejadian yang 

PROGRAM KOORDINASI 
Kee. 

terfasilitasi terhadap 
KETENTRAMAN DAN 

Gempol 
j umlah kej adian 100% Rp 0 

KETERTIBAN UMUM sesuai dengan 
kewenangan 
keeamatan 

Koordinasi Upaya 
Kee. 

Jumlah Koordinasi 
0 

- Penyelengaraan ketentraman 
Gempol 

Ketentraman dan 
Kegiatan 

Rp 0 

dan Ketertiban Umum ketertiban umum 

Sinergitas dengan 
Kepolisian negara 

Jumlah Koordinasi 
republik indonesia tentara Kee. 

Ketentraman dan 
0 

Rp 0 - nasional Indonesia dan Gempol Kegiatan 
Instansi Vertikal di 

ketertiban umum 

wilayah Kecamatan 

Harmonisasi Hubungan 
Jumlah Kegiatan 

Kee. Hannonisasi 0 - Dengan Tokoh Agama 
Gempol Hubungan dengan Kegiatan 

Rp 0 
dan Tokoh Masyarakat 

Toga dan Tomas 

TOTAL Rp 2.885 .3 15.764 



Nama 0PD : KECAMATAN GEMP0L 

Kode Uru■an/ Bfdang Uruaan Pemerintaban Daera.h dan Procram/ Kegiatan / Sub Kegfatan 

(I) (2) 

Uruu.n Unsur Kewilayahan 

Bldan1 Uruaan Kecamatan 

7 01 01 
PROGRAM PBNUNJAIIO URUBAII PBMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 
PEMERINTAHAN DAERAH 

7 01 012.02 1 Admfnistraal Keuangan 

7.01.01.2.02.01 a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

7.01.01.2.02.02 b Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 1'ugas ASN 

7.01.01.2.02.03 c Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

7.0 1.01.2.05 2 Admfniatrasi Kepegawaian Perana:kat Daerah 

7.01.01.2 .05.09 a Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

TABEL 3 . 1 
RUMUSAN PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN TAHUN 2022 

KUAPPAS 

Indlkator Klnerja Program/ Keclatan Tara:et Capaian 
Lokaai Klnerja 

(3) (4) (5) 

Persentase pemenuhan penurtjang urusan pemerintahan 100 % 

Persentaae pemenuhan admlniatraai keuangan 100 % 

Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunj1mga n ASN Kee. Oempol 19 Pegawai 

Jum1ah pembayaran Ja.sa Petugas Penunjang Kegiatan Kee. Gempol 218 Org Bin 
Kamor/Lapangan melalui perjanjian/perikatan 

Jumlah pembayanm honorarium pejabat Kee. Gempol 84 Org B in 
penatausahaan keuangan, kcgiatan dan pela ku 
f)f'no:::irlA&Hl hRr;:in11/i.::1~;::i 

Persentase pegawai yang kompeten dan disiplin Kee. Gempol 100 % 

Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 1 Orang 

Rencana Tahu.a. 2022 Prakiraan Mafu Rencana Tahun 

Sumber 
Catatan Tarcet Capaian Kebutuhan 

Kebutuhan Dana/ Paeu, lndlkattf Penting Dana/ Pagu Dana Klnerja ,_., ....... 
(6) (7) (8) (9) (10) 

:t.8113.1140. 764 

:t.648.603.234 DAU 100 % 

2.256.563.234 19 Org/Bln 2.418.032.925 

Belaaja Operas! 2.256.563.234 

- Belanja Pegawai 2 .256.563.234 

- Belanja Barang & Jasa 

- Belanja Sunga 

- Belanja Subsidi 

- Belanja Hibah 

- Belanja Bantuan : 

Belaaja Modal 

Belaoja Tidal< Terduga 

Belanja Transfer 

355.800.000 DAU 206 Org Bin 395.890.000 

Belanja Operasi 355.800.000 

- Belanja Pegawai 

- Belanja Barang & Jasa 355.800.000 

- Belanja Sunga 

- Belanja Subsidi 

- Belanja Hibah 

- Belanja Bantuan 

Belanja Modal -
Belanja Tidak Terduga 

Belanja Transfer 

36.240.000 DAU 84 Org Bin 39.864.000 

Belanja Operasi 36.240.000 

- Belanja Pegawai 

- Belanja Barang & Jasa 36.240.000 

- Belanja Sunga 

- Belanja Subsidi 

- Belanja Hibah 

- Belanja Bantuan 

Belanja Modal -
Bclanja Tidak Terduga -
Belanja Trans[cr 

DAU 100 % 

Belanja Operasi : 

Belanja Operasi DAU 2 Orang 



Rencana Tahun 2022 Praklraan Mafu Rencana Tahun 

Rode Uruaan/ Bidang Uruaan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan lnd!kator Klnerja Program/ Kec latan Ta,cet Capafan Sumber 
Catatan Ta,cet Capalan Kebutuhan 

Lokaal Kebutuban Dana/ Pacu lnd!katlr Ponting Dana/ Pacu Klnerja Dana Klnerja •-··~-· .. 
(l) (2) (3) (4) (5) (6) (7) [8) [9) [lO) 

- Belanja Pegawai 

- Belanja Barang & Jasa 

- Belanja Sunga 

- Belanja Subsid i 

- Belanja Hibah 

- Belanja Bant uan ; 

Belanja Modal : -

Belanja 'I'idak Ten:luga ; 

Belanja Transfer 

7 .0 l.O l.2.05.02 b Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Attibut Kelengkapannya J u mlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya Kee. Gempol 5 Pakaian Belanja Operasi DAU 2 Orang 

- Belanja Pegawai 

- Belanja Barang & Jasa -
- Belanja Sunga 

- Belanja Subsidi 

- Belanj a Hibah 

- Belanja Bantuan 

Belanja Modal 

Belanja Tidak Terduga 

Belanja Transfer 

7 .01.01.2.06 3 Admlniatrasi Omum Persentase pemenuhan administrasi umum 100 % 83.998.130 DAU 100 % 336.170. 560 

7.01.01.2.06.02 a Penyediaan Peralatan clan Perlengkapan Kantor Jumlah Pembelian Perlatan dan Perlengkapan Kan tor Kee. Gempol 2 Kali 12.545.700 5 Kali 129.387.720 

Belanja Operasi 12.545.700 

- Belanja Pegawai 

- Belanja Barang & Jasa 12.545.700 

- Belanja Sunga 

- Belanja Su bsid i 

- Belanja Hibah 

- Belanja Bantuan 

Belanja Modal 

Belanja Tidak Terduga 

Belanja Transfer 

7 .01.0 l. 2 .06.05 b Penyediaan Barang Cetakan dan Pengga ndaan J umlah pembelian barang cetakan dan penggandaan Kee. Gempol 2 Jenis 4 .690.000 DAU 2 J enis 18.104.680 

Belanja Operasi 4 .690.000 

- Belanja Pegawai 

- Belanja Barang & Jasa 4.690.000 

- Belanja Sunga 

- Belanja Subsidi 

- Belanja Hibah 

- Belanja Ban tuan ; 

Belanja Modal 

Belanja Tidak Terduga ; -
Belanja Transfer : -

7.01.01.2.06.0 I C Penyediaan Komponen lnstalas i l..istrik /Penerangan Bangunan Kantor Jurnlah Pembelian Komponen lnstalasi Kee. Gempol 1 Kali 1.968.500 DAU 1 Kali 4 .441.360 

l..isttik/ Penerangan Bangunan Kantor Belanja Operasi 1.968.500 



Renc ana Tahun 2022 Prakiraan Mafu Rencana Tahun 

Kode Urusan/ Bidang Urusan Pe m erintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan lndlkator Kinerja Program / Keglatan Targe t Capalan Sumber 
Catatan Taqet Capaian Kebutuhan 

Lokasi Kebutuhan Dana/ Pagu lndlk.atif Ponting Dana/ Pagu. Kinerja Dana Klnerja - . .. . .c 

(1) (2) (3) (4 ) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

- Belanja Pegawai 

- Belanja Barang & Jasa 1.968.500 

- Belanja Sunga -

- Belanja Subsidi 

- Belanja Hibah 

- Belanja Bantuan 

Belanja Moda1 

Belanja Tidak Terduga 

Belanja Transfer 

7 01.01.2.06.09 d Penyelenggaraan Rapat Koord inasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Pcnyediaan rnamin clan laporan koordinasi Kee. Gempol 12 Bu lan 61.824 .000 DAU 12 Bulan 176.536.800 

dan perja1anan dinas ke luar daerah Belanja Operasi 61.824.000 

- Belanja Pegawai 

- Belanja Barang & Jasa 61.824.000 

- Belanja Sunga 

- Belanja Subsidi 

- Belanja Hibah 

- Belanja Bantuan 

Belanja Modal -
Belanja Tidak Terduga -
Belanja Transfer 

7 01.01.2.06.03 e Penyediaan Peralatan Rurnah Tangga Jurnlah Pembelian Peralatan Rumah Tangga Kee. Gempol I Kali 2 .969.930 DAU I Kali 7.700.000 

Belanja Operasi : 2.969.930 

- Belanja Pegawai 

- Belanja Ba.rang & Jasa 2.969 .930 

- Belanja Sunga 

- Belanja Su bsidi 

- Belanja Hibah 

- Belanja Bantuan 

Belanja Modal 

Belanja 1'idak Terduga 

Belanja Transfer ' 
7 .01 .01.2.08 4 Pengadaan Barang Milik Dae rah Pe nultjang Unisan Peme rintah Daerah Persentase Pemeliharaan Milik daerah penunjang urusan Kee. Gempol 100 % 70.49 9 .400 DAU 100 % 90.776.030 

pemerintahan daerah 

7.01.01.2.08.02 a Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Ail- dan Listrik Jumlah pembayaran surat kabar, telpon, air clan Kee. Gempol 120 Rekening 70.499.400 120 Rekening 90.776.030 
internet selama 12 bulan 

Belanja Operasi 70.499.400 

- Belanja Pegawai 

- Belanja Barang & Jasa 70.499.400 

- Belanja Sunga 

- Belanja Su bsidi 

- Belanja Hibah 

- Belanja Bantuan 

Belanja Modal 

Belanja 1'idak Terduga : 

Belanja Transfer : 

7 .0 1.01.2.09 5 Pem eliharaan Barang Mtllk Daerah Pe nu njang Urusan Pem erlntahan Daerah 100 % 50.440.000 DAU 100 % 333.478.625 



Rencana Tahun 2022 Prakiraan Matu Rencana Tahun 

Kode Uruaan/ Bldang Uruaan Pemerlntahan Daerah dan Procram/ Keclatan / Sub Keglatan Indlkator Klnerja Procram/ Keclatan Target Capalan Sumber 
Catatan Tariet Capalan Kebutuhan 

Lokasi Kebutuhan Dana/ Pacu lndlkatir Pentlng Dana/ Pacu Klnerja Dana Klnerja .. "L ... 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (IOI 

7 .01.0 1.2.09.02 a Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, J u mlah Jase Pemeli.haraan, Biaya Pemeliharaan, Kee. Gempol 9 Unit 50.440.000 9 Unit 137 .642.545 

Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Belanja Operasi 50.440.000 
Lapangan 

- Belanja Pegawai 

- Belanja Barang & Jase 50.440.000 

- Belanja Sunga 

- Belal'ilja Subsidi 

- Belanja Hibah 

- Belanja Bantuan 

Belanja Modal 

Belanja Tidak Terduga : 

Belanja Transfer : 

7.0l. Ol. 2.09.06 b Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumla h perlatan dan Mesin lainnya ya ng terpelihara Kee. Gempol 5 Unit 28 unit 35.621.080 

Belanja Operasi -
- Belanja Pegawai 

- Belanja Barang & Jasa 

- Belanja Sunga 

- Belanja Subsidi 

- Belanja Hibah 

- Belanja Bantuan : 

Belanja Modal : 

Belanja Tidak Terduga 

Belanja Transfer 

7 .0 l.OJ.2.09. 10 C Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan La.inny Jumlah sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Kee. Gempol l Jenis 3 Jenis 160 .2 15. 000 

bangunan lainnya yang di pelihara/rehab Belanja Operasi : 

- Belanja Pegawai 

- Belanja Barang & Jasa 

- Belanja Sunga 

- Belanja Subsidi 

- Belanja Hibah -
- Belanja Bantuan 

Belanja Modal 

Belanja Tidak Terduga -

Belanja Transfer : 

7.01.01.2.07 6 P-Jn1adaan Barang Milik Daerah PenunJana: Urusan Pemerintah Daerah Persenlase pengadaan bard.Ilg Milik daerah 100 % DAU 100 % 

7 .01.01.2.07 .02 a Pengadaan Kendaraan Dinas Operasiona1 alau Lapangan J umlah Pengadaan Kendaraen Dinas Operasiona1 atau Kee. Gempol I Unit 1 unit 60.000.000 
Lapangan 

Belanja Operasi 

- Belanja Pegawai 

- Belanja Barang & Jasa 

- Belanja Sunga 

- Belanja Subsidi 

- Belanja Hibah 

- Belanja Bantuan -
Belanja Modal 

Belanja Tidak Terduga 



Rencana Tahun 2oz.2 Prak.Iraan Mafu Rencana Tahun 

TIU'let Capalan Sumber 
Catatan TIU'l•t Capalan 

Kebutuhan 
Kode Uruaan/ Bf dang Uruaan Pemerlntahan Daerah dan Progtam/ Kegiatan / Sub Ke1iatan Indlkator Klnerja Program/ Keglatan 

Lok.ail Kebutuhan Dana / Pacu lndlkaUf Penting Dana/ Pagu 
Klne rja Dana Klnerja ,_.,~_ . ., 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Belanja Transfer 

7.01.01.2.07.06 b Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kee. Gempol 1 Unit 1 unit 60.000.000 

Belanja Operasi 

- Belanja Pegawai 

- Belanja Barang & Jasa 

- Belanja Sunga 

- Belanja Subsidi 

- Belanja Hibah 

- Belanja Bantuan 

Belanja Modal 

Belanje Tidak Terduga 

Belanja Transfer 

7.0 1.01.2.07. 10 C Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Pengadaan sarpras Kee. Gempol I Unit 1 unit 60.000.000 

Belanja Operasi 

- Belanja Pegawai 

- Belanja Ba.rang & Jasa 

- Belanja Sunga 

- Belanja Su bsidi 

- Belanja Hibah 

- Belanja Bantuan 

Belanja Modal 

Belanja Tidak Terduga 

Belanja Transfer 

7.01.01.2.07.05 d Pengadaan Mebel Jumlah Pengadaan mebeleur Kee. Gempol 1 Unit 1 unit 60.000.000 

Belanja Operasi 

- Belanja Pegawai 

- Belanja Barang & Jasa 

- Belanja Sunga 

- Belanja Subsidi 

- Belanja Hibah 

- Belanja Bantuan 

Belanja Modal 

Belanja Tidak Terduga 

Belanja Transfer 

7 0 1 02 PROGRAM PBIIYELBNQGARAA!f PBMBRJNTAHA!f DA!! PBLAYA!IA!I PUBLIK Jwnlah Ori•nlaalli :,anc dlblna 15 Deaa :n.775.000 DAU 15 Deu 22.775.000 

7 .0 1 .02.2.01 l koordinansi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamtan Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan 6 Laporan 22.775.000 6 Lapora 125.400.000 

Belanja Operasi 

7.0 1. 02.2.01.01 a Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan dan Kee. Gempol 2 Laporan 22.775.000 DAU 2 Laporan 97.460.000 
Perangkat Daerah dan lnstansi Vertikal Terkait Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan 

Belanja Operasi : 22.775.000 

- Belanja Pegawai 

- Belanja Barang & Jasa 22.775.000 

- Belanja Sunga 

- Belanja Subsidi 

- Belanja Hibah 



Rencana Tahun 2022 Prak.Iraan Ma.fu Rencana Tahun 

Kode Urusan/ Bldan1 Urusan Pemerintahan Dae rah dan Program/ Koclatan / Sub Keglatan lndlkator Klnorja Program/ Koclatao Tarcet Capatan Sumber 
Catatan Ta,cet Capalan Kebutuhan 

Lokasl Kobutuhan Dana/ Pagu lodlkatlf Pentlng Dana/ Pagu Kioerja Dana Kioerja •-A•~-•" 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

- Belanja Bantuan -

Belanja Modal 

Belanja Tidak Terduga : 

Belanja Transfer 

7.01.02.2.01.02 b Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di 1'ingkat Kecamalan Jumlah Laporan Kegiatan Pemerintahan d itingkat Kecam Kee. Gempol 1 Laporan DAU 4 Laporan 27.940.000 

Belanja Operasi 

- Belanja Pegawai -

- Belartja Barang & Jasa 

- Belanja Sunga -
- Belanja Subsidi -
- Belanja Hibah 

- Belanja Bantuan 

Belanja Modal 

Belanja Tidak Te rduga : . 
Belanja Transfer 

7 .01.03 PROGRAM PBMBERDAY AA11 MABYARAKAT DE8A DAN KELURAHA!I Jumlah <>rcanisalll yang dlblna 1 Orgam .. •1 9.000.000 DAU 1 orcam .. • 9.000.000 

7 .01.03 .2.0 1 1 Koordlnasl Kesiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Kegia tan Pemberdayaan Kee. Gempol 12 Laporan 9 .000.000 24 Laporan 9 .000.000 

7.01.03.2.0 1 03 a Peningkatan Efektifitas Keg.iatan Pemberdayaan Masyarakat d i Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Keg.ialan Pemberdayaan Kee. Gempol 12 Laporan 9 .000.000 DAU 24 Laporan 9.000.000 

Belanja Operasi 9.000.000 

- Belanja Pegawai 

- Belanja Barang & Jasa 9.000.000 

- Belanja Sunga -

- Belanja Subsidi 

- Belanja Hibah 

- Belanja Bantuan . 

Belanja Moda l : 

Belanja Tidak Terduga 

Belanja Transfer 

7 .0 1 .03 .2.03 2 Pemberdayaan Lembaga Kemaayarakatan Tingkat Kecamatan .J um1ah Laporan Kegiatan t-'emoerctayaan u:muaga 
v ..................... ,, ., . ...... Kee. Gempol 1 Laporan 

7.01.03 .2.03.02 a Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Laporan Keg1atan Pemberdayaan Lembaga 
Kee. Gempol 1 Laporan DAU 24 Lapora,, v ... n .................. 1 ..... .. ....... ,.,a; 11,:i .... , ... 1 .. v .................. ........ 

Belanja Operasi : . 

- Belanja Pegawai . 

- Belanja Barang & Jasa . 

- Belanja Bunga -

- Belanja Subsidi -

- Belanja Hibah -

- Belanja Bantuan -

Belanja Modal : . 

Belanja Tidak Terduga 

Belanja Transfer 

7 .01.04 PROGRAM KOORDIIIA8I KETEIITRAMAII DAN KETBRTIBAN UMUM Peneota.., Aparatur De .. Yang Dlblna 100 % 73,469.330 DAU 100 % 73.469.330 

7 .01.04 .2.0l 1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum Kee. Gempol 5 Keg 73.469.330 4 Keg 73.469.330 

7 .01.04.2.01.01 a Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Jumlah Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum 4 Keg 2 .969.930 DAU 4 Keg 2.969.930 
dan lnstansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Belanja Operasi : 2 .969.930 

- Belanja Pegawai . 

- Belanja Ba.rang & Jasa 2.969.930 



Rencana Tahun 20z.2 Praltiraan Mafu Re ncana Tahuo 

Kode Uruaan/ Bldang Uruaan Pemerlntahan Daerah dan Program/ Ke1lat an / Sub Keglatan lndlkator Klnerja Program/ Keglatan Tarcet Capaian Sumber 
Catatan Tarset Capaian Kebutuhao 

Lokaol Kebutuhan Dana / Pacu lndilr.atlf Pentlng Dana/ Pagu Klnerja Dana Klnerja ·-··~-·" 
(I) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

- Belanja Sunga 

- Belanja Subsidi 

- Belanja Hibah 

- Belanja Bantuan 

Belanja Modal 

Belanja Tidak Terduga 

Belanja Transfer 

7.01.04 .2.0 1.02 a Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Toga Kee. Gempol I Keg 70.499.400 DAU 4 Keg 70.499.400 
dan Tomas 

Belanja Operasi 70.499.400 

- Belanja Pegawai 

- Belanja Barang & Jasa 70.499.400 

- Belanja Sunga -
- Belanja Subsidi 

- Belanja Hibah 

- Belanja Bantuan 

Belanja Modal 

Belanja Tidak Terduga : 

Bela.nja Transfer 

7.01.06 PROGRAM PEMBINAAl'I DAN PENGAWAIIAN PEIIERJl'ITAHAN DEBA Penentue Aparatur Deu Yaq Dlblna 100 % DAU 100 % 

7.01.06.2.01 1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaa.n da.n Pengawasan Pemerinta.ha.n Desa Jumlah Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum Kee. Gempol 0 Keg - 4 Keg 

7 .0 1.06. 2 .0 l.0 I a !<'asilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Jumlah Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum 0 Keg DAU 4 Keg 

Belanja Operasi : 

- Belanja Pegawai 

- Belanja Barang & Jasa 

- Belanja Sunga 

- Belanja Subsidi 

- Belanja Hibah -
- Belanja Bantuan 

Belanja Modal 

Belanja Tidak Terduga 

Belanja Transfer : 

7 .0 1.04.2.01.02 a F'asilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Asel Desa Jumlah Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Toga Kee. Gempol 0 Keg DAU 4 Keg 
clan Tomas 

Belanja Operasi 

- Belanja Pegawai 

- Belanja Barang & Jasa 

- Belanja Sunga 

- Belanja Subsidi 

- Belanja Hibah 

- Belanja Ban tuan 

Belanja Modal 

Belanja Tidak Terduga 

Belanja Transfer 

Total Belaaja : 

Belanja Operasi : 2 .885.315.764 

- Belanja Pegawai : 2.256.563.234 

- Belanja Barang & Jasa : 628. 752.530 



Rencana Tahun 2022 Praklraan Mafu Rencana Tahun 

Kode Uruaan/ Bidang Uruaan Pemerlntahan Daerah dan Program/ Keclatan / Sub Kegiatan lndlkator Klnerja Program/ Keclatan Ta,cet Capalan Sumbe r 
Catatan Tarcet Capaian Kebutu.han 

Lokasf. Kebutuhan Dana/ Pacu lndlkatlt Ponting Dana/ PaCU Klnerja Dana Klnerja ,_.,,._ . ., 
(I) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (JO) 

- Belanja Sunga : 

- Belanja Subsidi 

- Belanja Hibah : 

- Belanja Bantuan 

Belanja Modal : 

Belanja Tidak Terduga : 

Belanja Transfer : 

ToW BelaD,ja PD : 2 .885.315.764,00 



BABV 

PENUTUP 

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang 

akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Gempol dalam 

mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menJam1n 

terwujudnya visi Kabupaten Pasuruan di Kecamatan Gempol 

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan 

semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders 

(pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Gempol. Ruang 

lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Gempol ini bersifat 

makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi 

dan misi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan. 

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis 

(Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2022, maka perlu 

dilakukan hal-hal sebagai berikut ini: 

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan 1n1, sehingga 

implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat 

dipertanggungjawabkan; 

2 . Pengkomunikasian/ sosialisasi rencana strategis ke semua pihak 

yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan 

komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana 

strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung 

keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa 

tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah 

ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat; 

3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan 

oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan 

relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan 

oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang 

sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir 

organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi 

renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke 

arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat; 



4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di

rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat

keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;

5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran

dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian

terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan

penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian

visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana 

kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk 

mencapai tujuan akhir bersama. Amien. 

TELAH DITELITI 

Pejabat Tanggal 

Sekretaris Daerah 

Asisten PKR 

BUPATI PASURUAN,

           ttd. 

Kepala Bappeda M. IRSYAD YUSUF

Camat 

Kabag. Hukum 

Sekretaris Camat 

Kabid. Sosbud Bappeda 




